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PEMTURAN GUBERNUR PROVINSI GORON'TALO

NOMOR ,.;' TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUIGN ORGANISASI DAN TATA KE:RJA
UNIT PEI.AKSANA TEKNIS DINAS BAI-AI PENGEMBANGAN BLIDIDAYA

IKAN AIR TAWAR PROVINSI GORONTALO

Menimbang

Mengingat :1.

: 4 .

b.

2.

3 .

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

bahwa untuk mengembangkan dan nteningliatkan sllmberdaya

perikanan air tawar di Provinsi Gorontalo perlu tSalai Pengembangan

Budidaya Ikan Air Tawar Pada Dinas Perikanan dian Kelautttin Provinsi

Gorontalo.
bahwa berdasarkan pertimbangan seba-c;aimanil dimaksud datam

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Guberrnur telntang Petnbentukan

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana'leknis l3alai Pengembangan

Budidaya Ikan Air Tawar Pada Dinas Perikanan dan Kelautitn Provinsi

Gorontalo;

Undang-Undang Nomor I Tahun L9''74 terntang Pgkok-pokok

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1')74 Nomor

55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nolnor 3041)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun

1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuln 1999 Nomor 169,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukln Provinsi

Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20t10 Nomor

258, Tambahan Lembaran Negara Republik Lndone:;ia Nomor a060);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangarn Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 llomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indorresia N<lmor 4286); 
:t

----J

BI
RO

 H
UKU

M
 

SE
TD

A 
PR

O
V.

 G
O

RO
NTA

LO



4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2.004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indorresia Tahun 2004 llomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republill Indonesia N<lmor 43-,7)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua lrtas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintalran Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia l\omor a9a,fl;

5. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 20Ct9 tentang Perurlrahan atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanalr (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor t54, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5A7il;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negana Republilr: Indonesia
Nomor SBa);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang lPengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia .[ahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran l\egara Republitrl Indonesia
Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007' tentang pembagian

urusan Pemerintahan Antara Pemerini[ah, F,emerintafran Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/K<lta (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomclr 82, Tambarhan Lemberran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 4L Tahun 200'l tentang organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Repru[l;k Indonesia Iahun 2007
Nomor 85, Tambahan Lembaran N,egara Republik Indonesia
Nomor 4740);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 'Tahun zC'07 tentang
Pedoman Teknis Penataan Organisasi perangkat Daerah;

11. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nornor 6 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi
Gorontalo (Lembaran Daerah provinsi Gorontalo Tahun 200,7
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah provinsi Gorontaro nofi'ror s). 
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MEMUTUSMN :

Menetapkan : PEMTURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN OIIGANISASI DAN TATA

KERJA UNIT PEI-AKSANA TEKNIS DINAS I]AI.AI PENGE:MBANGAII BUDIDAYA

IKAN AIR TAWAR PROVINSI GORONTALO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud d€ngdn :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Gorrcntalo,

2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara,an uru$an pemer ntahan oleh

pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas

pembantuan dengan prinsip otonomi seluas;-luasn11a dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonelsia serbagaimana dimaksud

dalam Undang- Undang Dasar Negara l{epubrlik Indonesia Tal'un 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Werlikota, dan

perangkat daerah sebagai unsur penyelenggiara pennerintahar daerah.
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo,
6. Dinas adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Frrovinsi Gorontalcr.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikarnan dan Kelaul:an Provinsi

Gorontalo.

B, Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Pergembangan
Budidaya Ikan Air Tawar.

9. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit
Pelaksana Teknis Balai Pengembangan Budidaya .tkan Air lhwar, pada

Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2
Dengan Peraturan Gubernur ini
Pengembangan Budidaya Ikan
Kelautan Provinsi Gorontalo.

dibentuk Unit Pelarksana Tek:nis tsalai
Air Tawar, pada Dinas Per kanan dan

I*-r--__2,
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BAB III

KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN
FUNGSI ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

UPTD merupakan unsur pelaksana teknis dinas yang dipimpin rrleh seorang

Kepala UPTD yang berada dibawah dan beftanggungjawab ke pada Kepala
Dinas.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 4

UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas; di bidang
pengembangan budidaya air Tawar.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5
Dalam menyelenggarakan tugasnya, UPTD mernpunyai fungsi :
a. menyusun program kerja dibidang pengembangan pertrenihan dan

budidaya ikan air tawar;
b. menyelenggarakan sistem dan tata lal<sana produksi benih dan

pengelolaan induk penjenis, induk dasar sefta induk potl'rk ikan air
tawar;

c. memberikan pelayanan teknis pengembangan perbenihan dern budidaya
ikan air tawar;

d. menyelenggarakan aplikasi teknologi perbernihan dan budidaya ikan air
tawar;

e. menyelenggarakan pengkajian bahan peturnjuk treknis perlrcnihan dan
budidaya ikan air tawar

t. melakukan penebaran ikan di perairan umurn;
g. melakukan kerjasama dengan UPT pusat, daerah, perguruar Tinggi, BBI

Lokal, Pembenihan Rakyat dan mitra lainnya.
h. melaksanakan bimbingan teknis ke balai berrih ikan lokal, unit

pembenihan rakyat, dan pembudidaya; 
I
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i. menyelenggarakan penebaran sistem mutu dan seftifikasi perbenihan

ikan air tawar;
j. menyelenggarakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 6
(1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas terdiri atas;

a. Kepala UPTD;

b. Sub Bagian Tata Usaha;
c. Seksi Pelayanan Teknis;

d. Seksi Aplikasi Teknologi dan produksi

(2) Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana tercantum
pada lampiran dan merupakan bagian tak terpis;ahkan dari Peraturan

Gubernur ini.

BAB V

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Kepala

Pasal 7
(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD bertilnggungjavvab kepada

Kepala Dinas.
(2) Kepala UPTD wajib menerapkan prinsipr koorrCinasi, inl,egrasi dan

sinkronisasi baik dalam lingkungan UPTD maupun instansi terknis terkait
lainnya.

Pasal B

Dalam menyelenggarakan tugasnya Kepala UPTD Mempunyai Fulrgsi:
a. menyusun program kerja dan rencana teknis operersional perrrSembangan

perbenihan dan budidaya ikan air tawar;
b. melaksanakan kebijakan teknis operasionerl perbenihan dan budidaya

ikan air tawar;
c. menyelenggarakan pengembangan perbenihan dan budiderya ikan air

tawar;

d. menyelenggarakan aplikasi teknologi pengembarngan perlrenihandan
budidaya ikan air tawar;

e. melaksanakan monitoring dan evaluasi sefta pelaporan.
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Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas ntemberikan pelal't1nan teknrs

administrasi di lingkungan UPTD.

Pasal 10

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Sub Bagian Tata Usaha Mempunyai

fungsi :

a. menyusun program dan kegiatan UPTD;
b. pengelolaan administrasi kepegawaian dan administrasi keuaigan;
c. menyiapkan dan melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan,;

d. menyusun laporan secara berkala;

Bagian Ketiga

Seksi Pelayanan Teknis

Pasal 11

Seksi Pelayanan Teknis mempunyai tugas nremberikan pelay'anan teknis
kepada unit pembenihan rakyat (UPR), balai brenih ikan lokal dan
pembudidaya;

Pasal 12
Dalam menyelenggarakan tugasnya, Seksi Pr:layanarn Teknis mempunyai
fungsi :

a. menyusun program dan kegiatan dibidang pelayanan teknis;
b. menyiapkan data unit pembenihan rakyat (UPR), balai ben h ikan lokal

dan pembudidaya;

c. melaksanakan pelayanan teknis kepada unit pembenihan r:rlcyat (upR),
balai benih ikan lokal dan pembudidaya;

d. melaksanakan pengawasan mutu benih, calon induk sefta irrduk unggul
ikan air tawar:

e. menyiapkan bahan bimbingan teknis di biclang penr]embangan
perbenihan dan budidaya ikan air tawar;

f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan mernbuat lap:ran secara
berkala.

--..--/
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Bagian Keempat

Seksi Aplikasi Teknologi dan Produksi

Pasal 13

Seksi Aplikasi Teknologi dan produksi mempuny,ai tugas menyelenggarakan
aplikasi teknologi pengembangan perbenihan budidayer ikan air tawar dan
produksi benih serta induk air tawar.

Pasal 14

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Seksi Aplikasi Teknologi rrempunyai

tugas :

a. menyusun program dan kegiatan dibidang Aprlikasi T'eknologi;
b. menyelenggarakan aplikasi teknologi perbenihan dan budidalr,a ikan air

tawar;

c. melakukan kaji terap terhadap komoditi ikan erir tawar dari daerah lain;
d. melaksanakan pengelolaan induk penjenis, incluk dasar dan induk pokok;

e. melaksanakan penerapan sistem mutu dan sertifikasi pemberrihan ikan
air tawar:

g. memproduksi benih, calon induk sefta induk unggul ikan air tavvar:
t. melaksanakan penyaluran benih,calon induk dan irnduk ikan air tawar

pada unit pembenihan rakyat (UPR), balai benih ikan lokal dan
pembudidaya serta penebaran ikan di perairan umum;

g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan memtluat laporan secara
berkala.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 15
(1) Kepala UPTD adalah jabatan eselon IIIa cliangkat dan diberrhentikan

oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah Provirrsi sesuai
peraturan perundang-undangan.

(2) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungarr UPTD diangkat cJan
diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 16
Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peralluran Gullernur ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belania Daeralr Provinsi
Gorontalo, dan sumber pembiayaan lainnyer berclasarkan
perundang-undangan.

peraturan
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BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturarr Gubernur

Gorontalo Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pemb,entukan Organiser:;i dan Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengembangan Budiday'a Ikan Air
Tawar Provinsi Gorontalo dicabut dan di katakan tidak berlaku lagli

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditel.apkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkian penrgundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalarn Berita Daerah Provinsi
Gorontalo.

BERITA DAEMH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2012 NOMOR . a
' t v
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aansanggar@gmail.com
Typewritten text
20 Desember 2012

aansanggar@gmail.com
Typewritten text
20 Desember 2012



LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR PROVINSI GORONTALO
NOMOR 1 ;',7: TAHUN 2012
TANGGAL :.:: ;,-;..rui.-i,,ir zAn
TENTANG : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TENTANG PEMBENTUKAN

ORGANISASI DAN TATA KERJA IJNIT PEI.AI$ANA TEKNIS DINAS
BAI-AI PENGEMBANGAN BUDIDAYA IICAN AIR TAWAR PROVINSI
GORONTALO.

KEPALA UPTD

SEKSI PEI-AYANAN
TEKNIS
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